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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LANDASAN HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4033); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 7153); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 

2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 134); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 

2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 384); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 26 Tahun 

2025 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, 

jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079); 



 

 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 

2016 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri 

E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 

Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 

Nomor 2 Seri E); 

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 

Nomor 2 Seri D); 

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 

100.3.3.1/210/DINDIK/2026  tentang Petunjuk teknis Sistem 

Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas  dan Sekolah 

Menengah Kejuruan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 

pelajaran 2026/2027; 

11. Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Puding Besar Nomor: 

421.3/87/DIK/ SMAN2/05/ 2026 Tentang Pembentukan Panitia Sistem 

Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 2 Puding Besar Tahun 

Pelajaran 2026/ 2027. 

 

B. TUJUAN 

 Tujuan di buatnya Prosedur Operasional Standar (POS) di SMA Negeri 2 

Puding Besar adalah: 

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam: 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk 

Lain Yang Sederajat; 

c. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2022 



 

 

tentang Pedoman Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah 

Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan; 

d. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 

100.3.3.1/210/DINDIK/2026  tentang Petunjuk teknis Sistem 

Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas  dan Sekolah 

Menengah Kejuruan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 

pelajaran 2026/2027; 

e. Surat Keputusan Kepala SMA Negeri 2 Puding Besar Nomor:  

421.3/87/ DIK/ SMAN2/ 05/ 2026 Tentang Pembentukan Panitia 

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 2 Puding Besar 

Tahun Pelajaran 2026/ 2027. 

2. Membarikan keleluasaan kepada calon peserta didik baru untuk memilih 

sekolah yang sesuai dengan kompetensinya; 

3. Memudahkan masyarakat, peserta didik, dan orang tua untuk memilih 

sekolah tujuan; 

4. Pemeratakan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

5. Memberikan rasa keadilan bagi calon siswa kurang mampu untuk 

memperoleh pendidikan yang layak; 

6. Mengoptimalkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Sistem 

Penerimaan Murid Baru (SPMB) kepada masyarakat; 

7. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara 

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada semua tingkatan untuk 

melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan; 

8. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi 

yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan Sistem 

Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan 

Murid Baru (SPMB) adalah berbagai tahapan dan proses dalam 

penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), meliputi: 

1. Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB); 

2. Jalur Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 

3. Dan daya tampung ; 



 

 

4. Tata cara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB); 

5. Seleksi, penetapan hasil seleksi, daftar ulang dan MPLS serta 

perpindahan peserta didik; 

6. Pengendalian, pelaporan dan pengaduan. 

 
 

D. SASARAN 

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah: 

1. Panitia penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 

semua tingkatan; 

2. Satuan pendidikan penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru 

(SPMB); 

3. Calon peserta didik SMA Negeri 2 Puding Besar ; 

4. Masyarakat pengguna layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB); 

5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. 

 

  



 

 

BAB II 

PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) 

 

A. PRINSIP 

Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan 

berdasarkan prinsip: 

1. Obyektif,  

Artinya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diselenggarakan 

berdasarkan aturan yang ditetapkan; 

2. Transparan,  

Artinya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bersifat 

terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua calon peserta didik baru 

termasuk masyarakat; 

3. Akuntabel,  

Artinya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat 

dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya. 

 

B. PENYELENGGARA 

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) diselenggarakan oleh setiap 

satuan pendidikan SMA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan kepada 

Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

1. Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat 

Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Peraturan Gubernur Kepulauan 

Bangka Belitung; 

2. Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat 

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah ditetapkan melalui Keputusan 

Kepala Cabang Dinas; 

3. Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat 

Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah. 

 

 

 

 



 

 

C. KEPANITIAAN 

Susunan Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri 2 

Puding Besar Tahun Pelajaran 2026/2027 

NO NAMA JABATAN 

1. Pengawas Pembina Satuan Pengarah 

2. Komite SMAN 2 Puding Besar Pengarah  

3. Fitri Yusni, S.Pd.,M.M. Penanggung jawab 

4. Umi Salmah, S.Pd., M.Pd. Ketua Panitia 

5. Maulana, S.Pd Bendahara 

      

6. Faris Reza Maulana 
Koordinator Pendaftaran dan Verifikasi 

Berkas 

7. Suryani, S.AP 
Anggota Pendaftaran dan Verifikasi 

Berkas 

8. Reni Marlina, S.AP 
Anggota Pendaftaran dan Verifikasi 

Berkas 

      

9. Kaspul Ali Hidayat, S.I.Kom 
Koordinator Teknologi Informasi 

(Operator SPMB) 

10. Sonilia, S.AP 
Anggota Teknologi Informasi (Operator 

SPMB) 

      

11. Imroatul Qiroah,S.Pd 
Koordinator Informasi, Publikasi, 

Dokumentasi dan Pelaporan 

12. Riska Septiani, S.Pd 
Anggota Informasi, Publikasi, 

Dokumentasi dan Pelaporan 

      

13. Raden Toto Purwanto, S.Pd Perlengkapan dan Konsumsi, 

14. Muhammad Nasir, S.E Keamanan dan Ketertiban 

15. Ramayanto   

 

  



 

 

URAIAN TUGAS  

PANITIA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) 

SMA NEGERI 2 PUDING BESAR TAHUN PELAJARAN 2026/2027 

 

NO BIDANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

1 Penanggung Jawab   Memimpin, mengawasi, mengendalikan, dan 
bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem 

Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Pelajaran 
2026/2027 agar berjalan sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

2 Ketua Pelaksana 

1 

Memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan, dan 

bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Sistem 
Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar berjalan sesuai 

ketentuan, objektif, transparan, akuntabel, dan 
tepat waktu. 

2 Memberikan arahan dan instruksi kepada seluruh 

anggota panitia. 

3 Mengambil keputusan operasional dalam 
pelaksanaan SPMB sesuai ketentuan yang berlaku. 

4 
Meminta laporan pelaksanaan tugas dari setiap 
seksi. 

5 

Mengusulkan langkah-langkah penyelesaian 

terhadap permasalahan yang terjadi selama 
pelaksanaan SPMB. 

3 Bendahara 1 Membantu Pendaftaran dan Verifikasi Berkas 

2 Bertanggung jawab atas ketepatan, kebenaran, dan 

kelengkapan administrasi keuangan SPMB. 

2 Menjamin pengelolaan dana dilakukan secara 
transparan dan akuntabel. 

3 

Bertanggung jawab kepada Ketua Panitia dan 

Kepala SMAN 2 Puding Besar atas pengelolaan 
keuangan kegiatan SPMB. 

4 Seksi Pendaftaran 
dan Verifikasi 

Berkas 
1 

Melaksanakan pelayanan pendaftaran, penerimaan, 
pemeriksaan, dan verifikasi berkas calon murid 

dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru 
(SPMB) 

2 Menerima pendaftaran calon murid. 

3 Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen. 

4 Menginput dan memperbarui data pendaftar. 

5 Melakukan verifikasi data pendaftar. 

6 

Berkoordinasi dengan Ketua Panitia dan seksi 

terkait dalam penyelesaian kendala teknis selama 
pelaksanaan SPMB. 

 

 

 



 

 

5 Seksi Teknologi 
Informasi (Operator 
SPMB) 

1 
Mengelola akun operator dan menjaga keamanan 
data SPMB 

2 Mengelola aplikasi/website SPMB. 

3 Menyiapkan laporan data pendaftaran. 

4 Menyusun daftar hasil seleksi dan pemeringkatan. 

5 

Berkoordinasi dengan Ketua Panitia dan seksi 

terkait dalam penyelesaian kendala teknis selama 
pelaksanaan SPMB. 

6 Informasi, 

Publikasi, 
Dokumentasi dan 
Pelaporan 

1 Membantu Pendaftaran dan Verifikasi Berkas 

2 
Mengunggah pengumuman hasil, jadwal, dan 
informasi penting terkait pelaksanaan SPMB pada 

media informasi sekolah. 

3 
Menyebarluaskan informasi SPMB kepada 
masyarakat. 

4 Melayani konsultasi dan pengaduan. 

5 Mengelola media informasi sekolah terkait SPMB. 

6 Mendokumentasikan seluruh kegiatan SPMB. 

7 Menyusun laporan pelaksanaan SPMB. 

8 
Berkoordinasi dengan Ketua Panitia dan seksi 
terkait dalam penyelesaian kendala teknis selama 

pelaksanaan SPMB. 

7 Seksi Perlengkapan, 
Konsumsi, 

Keamanan dan 
Ketertiban 

1 Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan. 

2 Mengatur kebutuhan perlengkapan panitia. 

3 
Mengatur keamanan dan ketertiban selama 
pelaksanaan SPMB. 

4 
Berkoordinasi dengan pihak terkait apabila 

diperlukan. 

5 
Berkoordinasi dengan Ketua Panitia dan seksi 
terkait dalam penyelesaian kendala teknis selama 
pelaksanaan SPMB. 

 

D. TUGAS PANITIA 

Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan: 

1. Mengumumkan daya tampung di satuan pendidikan masing-masing 

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinasi Kepulauan 

Bangka Belitung; 

2. Melakukan sosialisasi  dan meyusun POS Sistem Penerimaan Murid 

Baru (SPMB); 

3. Mengunduh berkas yang diupload pendaftar serta melakukan verifikasi 

dan validasi; 



 

 

4. Mengumumkan daftar nominasi; 

5. Meyampaikan hasil penetapan ke cabang dinas; 

6. Mengumumkan calon peserta didik yang telah disahkan oleh cabang 

dinas setiap jalur melalui laman sekolah, papan pengumuman sekolah; 

7. Melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang 

dinyatakan diterima sesuai jalur; 

8. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran ulang 

bagi calon murid baru yang diterima; dan 

9. Membuat laporan peyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru 

(SPMB) kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah. 

 

E. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 

dibebankan pada anggaran BOS APBN.



 

 

BAB III 

TATA CARA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU 

 

1) PENGUMUMAN PENDAFTARAN  

1. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat 

yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, 

penetapan hasil seleksi serta daftar ulang. 

2. Pengumuman pendaftaran dapat diperoleh melalui; 

a. Laman Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

b. Situs web resmi SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 Pemerintah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alamat 

https://SPMB.babelprov.go.id/ 

c. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah; 

d. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara SPMB; 

e. Laman Satuan Pendidikan https://sman2pudingbesar.sch.id ; 

f. Media lainnya.  

 

2) JADWAL SPMB 

Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 di 

SMA Negeri 2 Puding Besar  diatur dengan jadwal sebagai berikut : 

 

 
No 

 
Uraian Kegiatan 

 
Tempat 

 
Waktu 

Pelaksanaan 

 
PRA SPMB 

A.  Pengumuman dan 
Sosialisasi 

Laman Media April s.d. Mei 
2026 

B.  Pra-Pendaftaran 

Melakukan registrasi 
(Membuat akun), 

verifikasi dan input 
data, upload berkas, 

men-download dan 

upload surat 

peryataan 

https://spmb.babelprov.

go.id/ 

April s.d. Mei 

2026 

 
TAHAP 1 

C.  Pendaftaran  

a) Afirmasi  

b) Prestasi 

Pendaftaran secara 

Daring oleh Pendaftar 
https://spmb.babelprov.

08 s.d.11 Juni 

2026 
 

https://ppdb.babelprov.go.id/
https://sman2pudingbesar.sch.id/
https://spmb.babelprov.go.id/
https://spmb.babelprov.go.id/
https://spmb.babelprov.go.id/


 

 

Upload Berkas  

 

go.id/ (Senin, Selasa, 

Rabu, Kamis,) 

D.  Verifikasi data dan 
berkas calon murid 

baru yang sudah di-
input  

Pengolahan Nilai 

Satuan Pendidikan 08 s.d.12 Juni 
2026 

 
(Senin, Selasa, 

Rabu, Kamis, 
Jumat) 

E.  Penetapan hasil 

seleksi calon SPMB 

Satuan Pendidikan 13 Juni 2026   

(Sabtu) 

F.  Pengesahan oleh 
Cabdin 

Cabdin 15 Juni 2026  
 (Senin) 

G.  Pengumuman  

a) Afirmasi  

b) Prestasi 

Laman SPMB Satuan 

Pendidikan/papan 
pengumuman Satuan 

Pendidikan yang dituju 

17 Juni 2026 

 (Rabu) 

H.  Pendaftaran Ulang 
jalur Afirmasi dan 

Prestasi  
 

Satuan Pendidikan 
 

17, 18, 19 Juni 
2026 

(Rabu, Kamis, 
Jumat) 

 

TAHAP 2 

I.  Pendaftaran  
a) Domisili   

b) Mutasi 

Upload berkas 

Pendaftaran secara 
Daring oleh Pendaftar 

https://spmb.babelprov.
go.id/ 

19 dan , 22, 23, 
24 Juni   2026  

(Jumat, Senin, 
Selasa, Rabu) 

J.  Verifikasi data calon 
murid baru yang 
sudah di-input    

Satuan Pendidikan 19 dan , 22, 23, 
24, 25 Juni   

2026   

(Jumat, Senin, 
Selasa, Rabu, 

Kamis) 

K.  Penetapan hasil 
seleksi calon SPMB  

Satuan Pendidikan 26 Juni 2026  
(Jumat) 

L.  Pengesahan Calon 

SPMB oleh Cabdin 

Cabdin 29 Juni 2026  

(Senin) 

M.  Pengumuman jalur 

Domisili  dan Mutasi 

Laman SPMB Satuan 

Pendidikan/papan 
pengumuman Satuan 
Pendidikan yang dituju 

30 Juli 2024  

(Selasa) 

N.  Daftar Ulang jalur 
Domisili dan Mutasi 

Satuan Pendidikan 1 s.d. 4 Juli 
2026  

(Rabu, Kamis, 

Jumat, sabtu) 

O.  Tahun Pelajaran Baru Satuan Pendidikan 13 Juli 2026    
(Senin) 

P.  Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah 

(MPLS) 

Satuan Pendidikan  13 s.d.17 Juli 
2026   (Senin, 

Selasa, Rabu, 
Kamis, Jumat) 

https://spmb.babelprov.go.id/
https://spmb.babelprov.go.id/
https://spmb.babelprov.go.id/


 

 

3) DAYA TAMPUNG 

Daya Tampung peserta didik untuk SMA Negeri 2 Puding Besar 108  

(seratus delapan puluh) murid baru dengan jumlah rombel 3(tiga ) Rombel, 

36 murid dalam satu kelas. 

 

4) PRA SISTEM PENERIMAAN MURID BARU 

Guna terselenggaranya SPMB secara daring, Dinas Pendidikan Provinsi 

berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) 

Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk meminta 

dan memanfaatkan data siswa kelas IX SMP/M.Ts atau sederajat untuk 

dijadikan database (pangkalan data) di system IT aplikasi SPMB. 

Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan 

Wilayah II dan satuan pendidikan yang tujuannya untuk memerintahkan 

siswa kelas IX melakukan regitrasi, verifikasi data serta melakukan upload 

berkas pada system IT aplikasi SPMB. 

 

5) SPMB SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

SPMB SMA Negeri 2 Puding Besar terdiri 4 (empat) jalur, meliputi jalur 

domisili, afirmasi, prestasi dan mutasi. Calon murid baru hanya dapat 

memilih 1 (satu) dari 4 (empat) jalur pendaftaran sebagai berikut: 

 

A. Jalur Penerimaan Murid Baru 

Penerimaan Murid baru untuk SMA dilaksanakan melalui jalur 
penerimaan Murid baru yang meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, 

Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi.  

 

B. Persyaratan Penerimaan Murid Baru 

Calon Murid harus memenuhi persyaratan penerimaan Murid baru 
berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang sudah 

ditetapkan. 

I.  Persyaratan Umum 

1.  Persyaratan umum pendaftaran SPMB SMA sebagai berikut:  

a. Calon  Murid  baru  kelas 10 (sepuluh) SMA harus memenuhi 

persyaratan:  

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada 
tanggal 1 Juli tahun berjalan; 

 



 

 

2. Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau  bentuk 

lain yang sederajat; dan 

3. Tidak sedang bersekolah di SMA/SMK/MA/sederajat 

lainnya. 

 

2. Persyaratan usia dibuktikan dengan : 

a. Akta kelahiran; atau  

b. Surat  keterangan  lahir  yang  dikeluarkan  oleh  pihak yang 
berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat 
setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon 

Murid. 

3.  Persyaratan bukti kelulusan pada satuan pendidikan 

sebelumnya harus dibuktikan dengan : 

a.  Ijazah; atau 

b.  Dokumen lain yang menyatakan kelulusan.  

4.  Calon Murid baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari 
ketentuan persyaratan:  

a.  Batas usia; 

b.  Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan; dan  

c. Memiliki IQ minimal 70 berdasarkan surat keterangan dari 
psikolog yang memiliki izin praktek. 

 

II. Persyaratan Khusus 

1. Selain memenuhi persyaratan umum SPMB sebagaimana 
dimaksud diatas, calon Murid harus memenuhi persyaratan 

khusus SPMB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur 
SPMB yang dipilih calon Murid.  

2. Jalur Domisili 

a.  Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan 
pendaftaran pada Jalur Domisili harus memiliki kartu 

keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun 
sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru; 

b. Nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada kartu 
keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang 
tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta 

kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya; 

c. Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana 

dimaksud pada butir (b) terdapat perbedaan, kartu keluarga 
terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid 

meninggal dunia dan bercerai. Orang tua/wali calon Murid 
yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta 
kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi 

berwenang; 



 

 

d. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid 

karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat 
keterangan domisili. Keadaan tertentu sebagaimana 

dimaksud meliputi bencana alam dan/atau bencana social;  

e. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada butir 

(d) diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi 
oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang 

berwenang sesuai dengan domisili calon Murid; 

f. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai 
calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun 

sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis 
bencana yang dialami; 

g. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam 
kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena 

perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat 
digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili; 

h. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena 

perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada butir (g) 
dapat berupa penambahan anggota keluarga, selain calon 

Murid, pengurangan anggota keluarga akibat meninggal 
dunia atau pindah atau kartu keluarga baru akibat hilang 

atau rusak; 

i. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga 
sebagaimana dimaksud pada butir (h) harus disertakan kartu 

keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami 
perubahan data atau rusak atau surat keterangan kehilangan 

dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu 
keluarga hilang; 

j. Calon Murid baru yang berdomisili pada Alamat kartu 
keluarga selain orangtua/wali bukan karena meninggal dunia 
atau bercerai, dapat digunakan berdasarkan kartu keluarga 

terbaru yang diterbitkan paling singkat 3 (tiga) tahun 
sebelum tanggal pendaftaran; 

k. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi 
dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan 

validasi data dalam kartu keluarga calon Murid. 

3.  Jalur Afirmasi  

a.  Jalur Afirmasi adalah jalur penerimaan Murid baru yang 

diperuntukkan bagi calon Murid baru yang berasal dari 
keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas 

dalam domisili; 

b. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid 

yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus 
memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan 
keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah; 

c. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid 



 

 

penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang 

disabilitas yang dikeluarkan oleh instansi yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial 

atau  surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis; 

d. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga 

ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada butir (a) 
berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah; 

e. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga 
ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada butir (a) 

tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan 
kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu; 

f. Kartu peserta program keluarga harapan (PKH) yang 
diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah dibidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas 
Sosial; 

g. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh 

Kementerian dan terdata dalam dapodik/emis; 

h. Calon Murid baru yatim/piatu dan yatim piatu dibuktikan 

dengan surat keterangan kematian orangtua yang diterbitkan 
instansi berwenang; 

i. Calon Murid baru yatim/piatu dan yatim piatu yang menetap 
di panti asuhan dapat mendaftar pada satuan Pendidikan 
terdekat dengan melampirkan surat pernyataan tanggung 

jawab mutlak (SPTJM) dari pimpinan pengurus panti asuhan 
dan surat ijin pendirian Lembaga panti asuhan. 

4.   Jalur Prestasi 

a. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan 

pendaftaran pada Jalur Prestasi harus memiliki prestasi yang 
telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
SPMB; 

b. Prestasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) terdiri atas 
prestasi akademik; dan/atau prestasi nonakademik; 

c. Memiliki nilai rata-rata rapor semester 1 s.d semester 5 
minimal 80; 

d. Memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA)/ surat 
keterangan mengikuti TKA. 

e. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada butir (b) 

dapat berupa nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir atau 
prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau 

bidang akademik lainnya; 

f. Prestasi nonakademik sebagaimana dimaksud pada butir (b) 

dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua 
dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan organisasi 
kepanduan/Pramuka di Satuan Pendidikan atau prestasi di 

bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang 



 

 

nonakademik lainnya; 

g. SPMB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan: 

1) Nilai Rapor dengan dilampirkan dengan surat keterangan 

juara umum 1, 2, dan 3 pada kelas 7 dan/atau kelas 8 
dari sekolah asal; dan/atau; 

2) Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. 

h. Menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir 

yang terdata pada Dapodik; 

i.  Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di 
bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:  

1)  Sains;  
2)  Teknologi;  

3)  Riset; dan/atau  
4)  Inovasi.  

Jenis prestasi sebagai berikut: 
1. Olimpiade Sains Nasional (OSN) atau Kompetisi Sains 

Nasional (KSN); 

2. Olimpiade Literasi Murid Nasional (OLSN); 
3. Olimpiade Penelitian Murid Indonesia (OPSI); 

4. Kompetisi Sains Madrasah (KSM); 
5. Ki Hajar. 

 
j.  Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di 
bidang:  

1)  Seni budaya;  

 Prestasi bidang seni seperti Festival dan Lomba Seni 

Siswa Nasional (FLS2N); 

2)  Olahraga, tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau 

olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi 
hanya dari satu jenis bidang kompetisi. Untuk prestasi 
olahraga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, pasal 44 disebutkan 
bahwa Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga meliputi : 

a) Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat 
provinsi, tingkat wilayah dan tingkat nasional; 

b) Pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahraga 
wilayah dan pekan olahraga nasional; 

c) Pekan olahraga tingkat internasional. 

   

  



 

 

  Lebih rinci sebagai berikut : 

No Jenis Kejuaraan 
Lembaga 

Penanggungjawab 
Keterangan 

 

1 

 

Kejuaran Olahraga tingkat 
Kabupaten/Kota, meliputi : 

   

 

 1)

   

Kejuaraan Olahraga (single 

event) Remaja, Yunior dan 
Senior 

Pengkab/Pengkot 

Cabang Olahraga 

1. Ketua 

KONI     
Kab/Kota 

 
2. Bukan 
Perguruan 

 
3. Ketua 

Pengkab/Pe
ngkot 

Cabang 
Olahraga  

 

 2)
    

Kejuaraan Olahraga Pelajar 
(Single Event/Multi Event) 

Dispora/Disdik/ 
BAPOPSI 

Kab/Kota/Lembag
a Vertikal 

 

Organisasi 
Perangkat 

Daerah 
Kab/Kota/ 

 

 3)
    

Kejuaraan Olahraga 
Penyandang Disabilitas 

Dispora/Disdik/NP
C/Soina 

Lembaga 
Vertikal 

 

2 

 

Kejuaran Olahraga tingkat 
Provinsi, meliputi : 

    

 

 1)  Kejuaraan Olahraga (single 
event) Remaja, Yunior dan 

Senior 

Pengprov Cabang 
Olahraga 

1. Ketua 
KONI 

Provinsi 
 

2. Bukan 
Perguruan 
 

3. Ketua 
Pengprov 

Cabang 
Olahraga 

 

 

2) Kejuaraan Olahraga Pelajar 
(Single Event/Multi Event) 

Dispora/Disdik/ 
BAPOPSI 
Provinsi/Lembaga 

Vertikal 

Organisasi 
Perangkat 
Daerah 

Provinsi/ 

 

3) Kejuaraan Olahraga 
Penyandang Disabilitas 

 

Dispora/Disdik/ 
NPC/Soina 

Lembaga 
Vertikal 

3 Kejuaran Olahraga tingkat 
Nasional, meliputi : 

   



 

 

No Jenis Kejuaraan 
Lembaga 

Penanggungjawab 
Keterangan 

 

1) 
   

  

Kejuaraan Olahraga (single 
event) Remaja, Yunior dan 

Senior 
  

Pengurus Pusat 
Cabang Olahraga 

1. Ketua 
KONI Pusat 

 
2. Bukan 

Perguruan 
 

3. Ketua 
Pengurus 

Pusat 
Cabang 
Olahraga 

 

 

Kementeria
n/ 

Lembaga 
Pemerintah  
 

Bukan 
Event 

Organizer 
 

 

2) Kejuaraan Olahraga Pelajar 

(Single Event/Multi Event) 

Kemenpora/Kemen

dikbud 
Ristek/Kementeria
n Lembaga lainnya 

  

 

3) 

    

Kejuaraan Olahraga 

Penyandang Disabilitas 

NPC/Soina   

4 Gala Murid Indonesia Tingkat 
Kabupaten/Kota, Provinsi dan 

Nasional 

Dinas Pendidikan 
Kab/Kota, Provinsi, 

Kemdikbud Ristek 

  

5 Kejuaraan Olahraga 
Internasional 

Induk Olahraga 
Dunia 

 

6 Pekan Olahraga 
Kabupaten/Kota : 

   

1)  Pekan Olahraga Kab/Kota 

(Porkab/Porkot) 

KONI Kab/Kota   

2)  Pekan Pelajar Olahraga 
Daerah (POPDA Kab/Kota) 

Disdik/Dispora 
Kab/kota 

  

3) O2SN Disdik Kab/Kota   

4)  Pekan Olahraga Pondok 
Pesantrean Kab/Kota 

Kemenag Kab/Kota   

5) Pekan Olahraga 

Penyandang Disabilitas 

NPC/Soina   

7 Pekan Olahraga Provinsi :     

1) 

Pekan Olahraga Provinsi 

(Porprov) 

KONI Provinsi   

2)  Pekan Pelajar  Olahraga 
Daerah (POPDA Provinsi) 

Disdik/Dispora 
Provinsi 

  



 

 

No Jenis Kejuaraan 
Lembaga 

Penanggungjawab 
Keterangan 

3) O2SN Disdik Provinsi   

4)  Pekan Olahraga   Pondok 
Pesantrean Provinsi 

Kemenag Provinsi   

5) Pekan Olahraga 
Penyandang Disabilitas 

NPC/Soina   

8 Pekan Olahraga Nasional :    

1)  Pekan Olahraga Nasional 
(PON) 

KONI Pusat   

2)  Pekan Pelajar  Olahraga 

Nasional (POPNAS) 

Kemenpora   

3)  O2SN Kemendikbud 
Ristek 

  

4)  Pekan Olahraga Pondok 

Pesantrean Nasional 

Kemenag Pusat   

5) PEPARNAS NPC   

6) PEPAPERNAS Kemenpora   

7) SOINA SOINA   

3)  Prestasi Bidang Keagamaan : 

a) Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) 
b)  Hafidz Qur’an,  dengan penyetaraan penghargaan 

prestasi  hafiz Qur’an sebagai berikut: 
1) Kemampuan hafiz dengan jumlah 16–30 Juz 

diprioritaskan dapat diterima langsung; 
2) Kemampuan hafiz dengan jumlah 11-15 

Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat 
Internasional; 

3) Kemampuan hafiz dengan jumlah 7-10 Juz 
setara dengan prestasi juara 1 tingkat 
nasional; 

4) Kemampuan hafiz dengan jumlah 4-6 Juz 
setara dengan prestasi juara 1 tingkat 

provinsi; 
5) Kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz 

setara dengan prestasi juara 1 tingkat 
kabupaten/kota. 

6) Sertifikat/surat keterangan yang 

dikeluarkan oleh LPTQ (Lembaga 
Pengembangan Tilawatil Quran) 

Kabupaten/Kota/Provinsi, yang memuat 
nama calon Murid, NISN calon Murid, 

alamat domisili calon Murid, jumlah juz 
hapalan, dan tanggal pengujian. 

7) Khusus kemampuan hafiz tidak dibatasi 

dengan batas waktu penerbitan 
sertifikat/piagam. 

 

c)  Bagi non Islam sesuai dengan bidang perlombaan 

kitab suci agama masing-masing; 



 

 

1) Prestasi Agama Kristen : Menulis dan 

Menghafalkan 10 Hukum Taurat (10 Hukum 
Tuhan) berdasarkan Kitab Keluaran Pasal 20:1-

17, menulis dan Menghafalkan Doa Bapa Kami 
berdasarkan Matius Pasal 6, 

2) Prestasi Agama Katolik : Bertutur kitab suci, 

3) Prestasi Agama Hindu : Hafalan Sloka 

Bhagawad Gita minimal 10 Sloka dan  

4) Prestasi Agama Buddha : Hafalan minimal 9 
Parita Suci. 

5)  Sertifikat/Piagam Penghargaan dikeluarkan oleh  
Kementerian Agama, yang memuat nama 

calon Murid, NISN calon Murid, alamat 
domisili calon Murid, jumlah hapalan, dan 

tanggal pengujian. 

4)  Prestasi bidang Kepanduan/Pramuka : 

a) Pramuka Teladan (sertifikat dinilai setara dengan 
prestasi Tingkat Nasional); 

b) Lomba Tingkat Kepramukaan (mendapat prestasi 
sesuai dengan tingkatan); 

c) Pramuka Garuda (sertifikat dinilai setara dengan 
prestasi Tingkat Kabupaten/Kota). 

5)  Prestasi bidang Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah 
(OSIS) dinilai setara dengan prestasi juara I perorangan 

tingkat kabupaten/kota 

i.  Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) dan huruf 

(h) memiliki kriteria minimal pada tingkat kabupaten/kota; 

j.  Kompetisi yang dimaksud adalah kompetisi yang 

dilaksanakan secara berjenjang  

k.  Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh 
dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:  

1) Pemerintah Pusat;  
2) Pemerintah Daerah;  

3) Badan usaha milik negara (BUMN);  
4) Badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau  

5) Lembaga resmi lainnya.  

 

l.  Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun 

sebelum tanggal pendaftaran SPMB.  

m. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku 

untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.  

n.  Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik berupa 

piagam/ sertifikat yang disertai dengan surat keputusan 
pemenang. 



 

 

o. Poin atas prestasi berdasarkan tingkat kabupaten/kota, 

provinsi, nasional, dan internasional, sebagai berikut : 

No 
Tingkat 

Kejuaraan 
Prestasi 

Tambahan Nilai 

Perorangan Kelompok 

1 Tingkat 

Internasional 
Juara I 33 30 

Juara II 31 28 

Juara 
III 

29 26 

2 Tingkat Nasional Juara I 27 24 

Juara II 25 22 

Juara 

III 
23 20 

3 Tingkat 
Regional/Wilayah 

Juara I 21 18 

Juara II 19 16 

Juara 

III 
17 14 

4 Tingkat Provinsi Juara I 15 12 

Juara II 13 10 

Juara 

III 
11 8 

5 Tingkat 
Kabupaten/Kota 

Juara I 9 6 

Juara II 7 4 

Juara 
III 

5 2 

 

p.  Untuk jenis sertifikat/piagam kejuaraan yang sama skor 
yang dinilai dengan tingkatan yang paling tinggi. 

q. Lomba PBB, Pawai, Karnaval tidak termasuk didalam 
kategori yang diperhitungkan. 

 

4.  Jalur Mutasi (Perpindahan Tugas Orang tua/Wali Murid) 

a. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang  

diperuntukkan  bagi  calon  Murid  yang  berpindah domisili  
karena  perpindahan  tugas  dari  orang  tua/wali dan bagi 

anak guru/tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan 
pendidikan tempat orang tua bertugas. 

b.  Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:  

1)  surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang 
mempekerjakan; dan 

2)  surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon 
Murid yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.  

c.  Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai 
dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali 

paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran 



 

 

SPMB. 

d. Persyaratan  khusus  pada  Jalur  Mutasi  bagi  calon  
Murid yang berasal dari anak guru/tenaga kependidikan 

harus memiliki: 

a.  surat penugasan orang tua sebagai guru/ tenaga 

kependidikan; dan  

b.   kartu keluarga. 

 

C. Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru 

1. Penetapan wilayah SPMB dilakukan pada wilayah per kecamatan 
berdasarkan prinsip mendekatkan domisili Murid ke sekolah dengan 

memperhatikan per wilayah desa/kelurahan dan sebaran satuan 
pendidikan, serta kapasitas daya tampung. 

2. Menggunakan rata-rata nilai raport (Nilai pengetahuan) semester 1 

(satu) sampai dengan semester 5 (lima) pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa 

Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya. Untuk Murid 

lulusan MTs, Mata Pelajaran Pendidikan Agama adalah nilai rata-
rata gabungan dari Mapel Alquran  dan Hadist, Akidah Akhlak, 
Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. 

3. Penetapan wilayah penerimaan Murid baru ditetapkan berdasarkan 
usulan dari Cabang Dinas Wilayah masing-masing sebagai berikut: 

Wilayah penerimaan Murid Baru SMA Negeri 2 Puding Besar 

NO NAMA SATUAN KECAMATAN KELURAHAN/DESA 

1  

 

 

SMA NEGERI 2 

PUDING BESAR 

 

 

 

PUDING 

BESAR 

SAING 

2 TANAH BAWAH 

3 NIBUNG 

5 KOTA WARINGIN 

6 SINAR SURYA 

7 BUYAN KELUMBI 

 

  



 

 

D.  Penentuan Persentase Daya Tampung Jalur Penerimaan Murid 

Baru  

Dalam penentuan daya tampung setiap jalur, Dinas Pendidikan 
membuat proyeksi kapasitas daya tampung pada setiap kelas 10 

(sepuluh) dengan ketentuan sebagai berikut : 

1) Proyeksi jumlah calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan 

dengan menghitung jumlah lulusan SMP/sederajat; 

2) Jumlah SMP/sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1) 

dihitung berdasarkan data pada Dapodik dan Education 

Management Information System (EMIS) pada kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui 
koordinasi dengan Pusdatin;  

3) Penghitungan daya tampung kelas 10 (sepuluh) pada sekolah 
Negeri untuk SPMB dilakukan dengan : 

a) menghitung jumlah ruang kelas 10 (sepuluh) berdasarkan 

Dapodik; dan 

b) mengalikan jumlah ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dengan jumlah maksimal Murid per rombongan belajar 
sesuai standar pengelolaan yaitu 36 (tiga puluh enam) Murid. 

4) Kondisi daya tampung sekolah diperoleh dengan hasil penghitungan 

daya tampung dikurangi hasil penghitungan jumlah anak usia sekolah 

dan/atau lulusan tingkat satuan pendidikan;  

5)  Dalam hal daya tampung sekolah yang diselenggarakan Pemerintah 

Provinsi tidak mencukupi, Pemerintah Provinsi wajib memperhatikan 
ketersediaan daya tampung pada Sekolah Swasta dan madrasah pada 

setiap kabupaten/kota; dan  

6)  Penyusunan kondisi daya tampung pada SMA/SMK, Pemerintah provinsi 

dapat berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota yang berada 

dalam wilayah provinsi yang sama untuk memperoleh data jumlah 
potensi lulusan kelas 9 SMP/sederajat.  

7)  Pemerintah    Provinsi     memastikan     seluruh    peserta  didik   di 
wilayah administratifnya masuk dalam penetapan wilayah Domisili 

dengan menggunakan metode atau basis pendekatan  wilayah 
administrasi. 

8) Penetapan jalur penerimaan Murid baru sebagai berikut : 

SPMB SMA Negeri 2 Puding Besar 

1. Jalur Domisili 

Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili 
di dalam wilayah penerimaan Murid baru berdasarkan penetapan 

wilayah domisili  dan rata–rata nilai rapor dengan kuota sebesar 
35% (tiga puluh lima persen) dari kuota daya tampung satuan 

pendidikan. 

a. Calon murid baru yang berdomisili pada radius maksimal 

200 meter dari batas terluar sekolah (tanpa 
memperhitungkan nilai rapor) 

b. Calon murid baru yang berdomisili pada zona yang 
ditetapkan sekolah  



 

 

2. Jalur Afirmasi 

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal 
dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid 

penyandang disabilitas, dengan rincian dengan kuota 
sebesar 30% dengan memperhatikan prioritas  jarak  tempat  

tinggal  terdekat  calon  Murid  dengan Satuan Pendidikan 
dan usia. 

3. Jalur Prestasi 

Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon Murid SMA yang 
memiliki prestasi dengan kuota sebesar 30% dari daya 

tampung, terdiri atas 20% dalam domisili dan 10% luar 
domisili. 

Adapun prestasi yang dimaksud adalah prestasi akademik 
atau nonakademik. Prestasi akademik berupa rata-rata nilai 

rapor pada 5 (lima) semester dan/atau prestasi di bidang 
sains, teknologi, riset, inovasi. Prestasi nonakademik berupa 
pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi 

siswa intra sekolah (OSIS) dan organisasi 
kepanduan/Pramuka di Satuan Pendidikan atau prestasi di 

bidang seni, budaya, bahasa, olahraga. 
Pembagian persentase akademik dan nonakademik adalah 

sebagai berikut  
a) Jalur prestasi bidang akademik sebesar 70% dari kuota 

dalam domisili 

b) Jalur prestasi bidang akademik sebesar 70% dari kuota 
luar domisili 

c) Jalur prestasi bidang nonakademik sebesar 30% dari 
kuota dalam domisili 

d) Jalur prestasi bidang nonakademik sebesar 30% dari 
kuota luar domisili 

4. Jalur Mutasi (Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali) 

Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon Murid yang 
berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang 

tua/wali dan bagi anak guru/tenaga kependidikan yang 
mendaftar di satuan Pendidikan SMA tempat orang tua 

bertugas dengan kuota sebesar 5%. 

a) Apabila kuota Jalur Prestasi, Afirmasi tidak terpenuhi, 

maka sisa kuota dialihkan ke jalur Zonasi. 

b) Apabila kuota Jalur Mutasi  tidak terpenuhi maka sisa 

kuota dialihkan ke Prestasi, Afirmasi, ke jalur Zonasi 

  



 

 

6) DAFTAR ULANG 

Kelangkapan administrasi SPMB yang harus dipenuhi oleh calon peserta 

didik ketika mendaftra ulang berupa dukumen asli dan fotocopy yang 

telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (diserahkan saat verifikasi berkas) 

meliputi: 

1. Ijazah SMP/MTs sederajat atau surat keterangan lulus; 

2. Memiliki nilai Raport semester 1 – 5; 

3. Piagam prestasi akademik/non akademik tertinggi yang dimiliki dan 

sesuai triteria yang ditetapkan; 

4. Calon peserta didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial 

yang ditetapkan sebagai becana nasional maupun daerah, 

meyerahkan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir 

oleh lurah/Kades setempat. 

5. Akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) 

tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan; 

 

6. Kartu Keluarga; 

7. Surat penugasan dari instansi yang memberi tugas untuk jalur 

mutasi tugas orang tua/wali, (legalisir); 

8. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari 

pemerintah pusat atau pemerintah daerah kartu Indonesia Pintar 

(KIP), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) dan bukti lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.  

9. Kartu NISN; 

10. Surat Pernyataan Kevalidan Data; 

11. Pas Photo berwarna 4 x 6 Sebanyak 2 Lembar; 

12. Map Berwarna; 

a) Jalur Afirmasi : Hijau 

b) Jalur Prestasi : Merah 

c) Jalur Zonasi  : Biru 

d) Jalur Mutasi : Kuning 

  



 

 

7) MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) 

1. Kegiatan MPLS di SMAN 2 Puding Besar dilaksanakan maksimal 3 (tiga) 

hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun 

pelajaran pada minggu pertama; 

2. Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk: 

a. Mengenali potensi diri siswa baru; 

b. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan 

sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, 

dan sarana prasarana satuan pendidikan; 

c. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai 

siswa baru; 

d. Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah 

lainnya, dan; 

e. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, 

sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan 

persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan 

siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong 

royong. 

 

3. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah; 

4. Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, 

bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan; 

5. Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan 

tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; 

6. Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak 

guru; 

b. Dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni 

sebagai penyelenggara; 

c. Dilaksanakan di lingkungan sekolah kecuali satuan pendidikan tidak 

memiliki fasilitas yang memadai; 

d. Dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan  



 

 

e. Wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif; 

f. Dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya; 

g. Wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah; 

h. Dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan 

maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas 

pembelajaran siswa; 

i. Menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) dilingkungan Sekolah. 

7. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan 

materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; 

8. Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat 

keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai 

berikut: 

a. siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) 

dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling 

banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/ kelas; dan 

b. siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/ atau 

riwayat sebagaipelaku tindak kekerasan. 

 

  



 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN 

A. PENGENDALIAN 

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Provinsi, 

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Satuan Pendidikan melakukan 

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SPMB; 

2. Masing-masing pihak pelaksana pengendalian melakukan tindak lanjut 

dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan; 

3. Dalam upaya pengendalian internal, kepala sekolah menginstrusikan 

seluruh warga sekolah mengisi format pakta integritas. 

 

B. PENGADUAN DAN PELAPORAN 

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan 

melibatkan pemangku kepentingan pendidikan; 

2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan 

pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, 

dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

3. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami 

petunjuk teknis SPMB, alur mekanisme pengaduan serta dapat 

menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di 

tingkat satuan pendidikan; 

4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Sistem 

Penerimaan Murid Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Laporan Pengaduan dapat berupa administratif atau teknis 

penyelenggaraan SPMB. Pengaduan administratif terkait dengan 

dokumen persyaratan pendaftaran SPMB. Pengaduan teknis 

penyelenggaraan SPMB terkait dengan sistem IT meliputi proses 

input dan upload data. 

b. Pelapor adalah orang tua calon peserta didik yang memiliki identitas 

jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia 

SPMB dari satuan pendidikan atau cabang dinas; 

c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada 

format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran



 

 

d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur 

mekanisme pengaduan SPMB; 

e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan 

pengaduan SPMB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai 

dari tingkat satuan pendidikan, cabang dinas pendidikan di wilayah 

dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung; dan 

f. Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang. 

5. Pelanggaran pelaksanaan SPMB dapat melibatkan calon peserta didik, 

orang tua calon peserta didik, panitia SPMB atau masyarakat lainnya. 

Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan 

dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang 

bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan 

berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite 

sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing. Apabila 

pelanggaran dilakukan oleh panitia SPMB akan diberikan sanksi 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

6. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam 

penyelenggaraan SPMB, langsung ke panitia penyelenggara SPMB 

sesuai permasalahan atau melalui formulir pengaduan di 

https://SPMB.babelprov.go.id  dan http://ult.kemendikbud.go.id  

7. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan 

oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak 

terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya. 

8. Penyelenggara SPMB tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, dan Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangan 

masing- masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam 

bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila: 

a) Pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan 

b) Pengadu memberi bukti adanya penyimpangan. 

9. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan SPMB dan 

perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan setiap tahun 

pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; 

10. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan 

pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

11. Hotline Pengaduan Cabdin Wilayah 2 (Kab. Bangka) Hp. 0821-8394-

5437 

https://spmb.babelprov.go.id/
http://ult.kemendikbud.go.id/


 

 

BAB V PENUTUP 

 

Demikian Prosedur Operasional Standar (POS) SPMB SMA Negeri 2 Puding 

Besar Tahun Pelajaran 2026/2027 disusun untuk dijadikan pedoman oleh 

semua pihak dalam pelaksanaan SPMB. Petunjuk Prosedur Operasional Standar 

(POS) Sistem Penerimaan Murid Baru ini berlaku sejak ditetapkan. Terimakasih 

atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan.  

 

  

Kepala Sekolah 

SMA Negeri 2 Puding Besar 

 

 

 

Fitri Yusni. S.Pd.  M.M 
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